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Abstract 

This study reveals the policy of village funds in Belalo Village and Lalowaru Village as a 

research locus. Village funds as a policy that has been decided by the central government in the 

framework of accelerating village development must be able to be implemented appropriately 

and effectively by village government officials as not implementing. Village funds as a 

government policy can achieve the goals or objectives and positive motivation of the village 

government as an implementer which is supported through activities or programs that are 

needed by the community. The facts revealed were contrary to the non-implementation of village 

funds in Belalo Village and Lalowaru Village such as the questionable facts that were not 

implemented in implementing village fund policies were the village financial technical 

implementers consisting of village heads, village secretaries, section heads and village 

treasurers. There is no village fund implementer to manage village funds with a pattern of self-
management. 

Keywords: Effectiveness, Implementation, Village Funds, Development. 

 

Abstrak 

Penelitian ini mengungkap kebijakan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru sebagai 

lokus penelitian. Dana desa sebagai kebijakan yang telah diputuskan pemerintah pusat dalam 

kerangka percepatan pembangunan desa harus dapat diimplementasikan dengan tepat dan 

efektif oleh aparat pemerintah desa sebagai tidak pelaksana. Dana desa sebagai kebijakan 

pemerintah dapat mencapai tujuan atau sasaran dan motivasi yang positif dari pemerintah desa 

sebagai tidak pelaksana yang didukung melalui kegiatan atau program-program yang 

dibutuhkan masyarakat. Fakta-fakta yang terungkap bertentangan dengan tidak pelaksana dana 

desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru seperti fakta yang dipertanyakan yang menjadi tidak 

pelaksana dalam implementasi kebijakan dana desa adalah pelaksana teknis keuangan desa yang 

terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Tidak ada pelaksana 

dana desa untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan pola pelaksanaan swakelola. 

Kata Kunci: Efektifitas, Implementasi, Dana Desa, Pembangunan. 
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I. PENDAHULUAN 

rinsip otonomi daerah menggunakan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

arti daerah diberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan peme-

rintahan di luar yang menjadi urusan Pemerin-

tah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi 

setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah 

lainnya. Adapun yang dimaksud dengan oto-

nomi yang bertanggung jawab adalah otonomi 

yang dalam penyelenggaraannya harus benar-

benar sejalan dengan tujuan dan maksud pem-

berian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkat-

kan kesejahteraan rakyat yang merupakan 

bagian utama dari tujuan nasional. Seiring 

dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi 

daerah harus selalu berorientasi pada pening-

katan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 

tumbuh dalam masyarakat. 

Pembangunan pedesaan dapat terlaksana 

dengan cepat apabila didukung kebijakan ya-

ng dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif 

sebagai payung hukum yang dapat digunakan 

sebagai pedoman bagi pemerintah dan biro-

krasi dalam melaksanakan kebijakan yang te-

lah dibuat. Sehubungan dengan Alokasi Dana 

Desa di Kecamatan Lasolo tersebut dapat 

mendorong percepatan pembangunan pe-

desaan seiring dengan pertumbuhan penduduk 

yang cukup besar. 

Berdasarkan fenomena implementasi 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan 

Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang belum 

terlaksana secara efektif untuk pembangunan 

sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan 

masyarakat yang belum menjadi prioritas dari 

aparat desa sebagai pengelola dana desa. Hal 

ini disebabkan pada sumber daya manusia 

atau aparat desa yang melakukan pengelolaan 

dana desa belum dapat melakukan pengelola-

an anggaran tersebut secara maksimal. Peren-

canaan dan pelaksanaan kegiatan fisik kadang 

tidak tepat sasaran dan tidak mengutamakan 

pembangunan sarana yang menjadi skala 

prioritas. Selain itu, terdapat kendala kurang 

melibatkan masyarakat untuk membuat peren-

canaan pembangunan desa. Dengan demikian 

implementasi ADD dalam pembangunan sara-

na dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo 

sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber 

daya manusia atau aparat desa yang melaku-

kan pengelolaan dana desa. Dengan demikian 

penulis tertarik untuk melakukan studi efekti-

vitas implementasi ADD dalam pembangunan 

sarana dan prasarana desa di Kecamatan 

P 
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Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Dari hasil 

studi tersebut dapat diketahui efeketivitas 

ADD di Kecamatan Lasolo.  

II. KAJIAN TEORI 

2.1 Konsep Efektivitas 

Pencapaian tujuan dalam organisasi 

sangat dicita-citakan baik dalam lingkungan 

organisasi publik maupun organisasi swasta 

(bisnis). Hal ini dapat tercapai jika seluruh 

potensi dalam organisasi dimanfaatkan secara 

efektif sehingga dapat dinilai dan diukur 

tingkat efektivitas organisasi tersebut. Menge-

nai efektivitas ini dapat diperoleh pemahaman 

yang berbeda-beda tergantung dari sisi mana 

para pakar memberi pengertian atau definisi-

definisi tersebut. 

Pendapat yang relevan mengenai efekti-

vitas juga dikemukakan oleh Stoner (1992: 9) 

bahwa“ efektivitas itu ialah kemampuan untuk 

menentukan tujuan yang memadai melakukan 

hal yang tepat”. Selain efektivitas sebagai sa-

lah satu cara untuk menentukan tujuan terca-

pai atau tidak maka efektivitas dalam organi-

sasi juga dapat diukur dengan melihat indika-

tor sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Indrawijaya (2000: 228) bahwa:  

2.2 Konsep Kebijakan Publik 

Berdasarkan pengertian yang 

dikemukakan para ahli maka dalam kebijakan 

publik dapat diketahui elemen-elemen penting 

dalam kerangka untuk memecahkan masalah 

dan untuk mencapai tujuan serta sasaran 

tertentu yang diinginkan. Dari definisi-definisi 

di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebija-

kan publik adalah: (1) Kebijakan publik dibuat 

oleh pemerintah yang berupa tindakan-tinda-

kan pemerintah, (2) Kebijakan publik baik 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesua-

tu itu mempunyai tujuan tertentu dan (3) Kebi-

jakan publik ditujukan untuk kepentingan 

masyarakat. 

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan  

Implementasi yang merupakan terjema-

han dari kata “implementation”, berasal dari 

kata kerja “to implement”. Menurut kamus 

Webster dalam Tachjan (2008:23), kata to 

implement berasal dari bahasa Latin “imple-

mentum” dari asal kata “impere” dan “plere”. 

Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”; “to 

fill in”, yang artinya mengisi penuh; meleng-

kapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill” 

yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to imple-

ment” dimaksudkan sebagai :“ (1) to carry 

into effect; to fulfill; accomplish. (2) to pro-

vide with the means for carrying out into ef-

fect or fulfilling; to give practical effect to. (3) 

to provide or equip with implements” (Web-

ster’s Dictionary, dalam Tachjan, 2008:23).  
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2.4 Faktor Yang Mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Winarno (2002:74), bahwa ada 

empat faktor yang mempengaruhi proses im-

plementasi antara lain: (1) Komunikasi antar 

organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (2) Kara-

teristik-kareteristik badan pelaksana; (3) Ling-

kungan ekonomi, sosial dan politik yang 

mempengaruhi yuridiksi atau organisasi im-

plementasi; (4)IKecenderungan para pelaksa-

na terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan.  

Kunarjo (2003:89) program didefinisi-

kan secara teknis sebagai kumpulan dari pro-

yek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran 

yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. 

Dalam merencanakan suatu program harus 

memiliki karakteristik antara lain, yaitu: (1) 

Program harus mempunyai batasan yang jelas 

serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program 

harus dapat dipergunakan sebagai alternative 

untuk mempertimbangkan setiap kegiatan 

dalam pencapaian sasaran; (3) Program dapat 

dihitung secara analisis cost benefit. Jadi kecu-

ali mempunyai sasaran yang jelas, program 

juga harus dapat diukur outputnya. 

Model kesesuaian ini akan dapat berja-

lan dan berhasil seperti yang diharapkan, 

apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap 

program menurut Kuncoro (2007: 214) meme-

nuhi tiga kriteria, yaitu: 

1. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian 

antara apa yang dibutuhkan oleh kelom-

pok-kelompok sasaran dengan apa yang 

ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan 

bahwa kelompok sasaran akan mendapat-

kan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh 

program, sehingga kebutuhannya dapat 

dipenuhi. 

2. Pengalokasian ADD Kesesuaian antara 

keputusan-keputusan organisasi pelaksana 

program dengan sarana untuk mengung-

kapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk 

meminta pelayanan program, ini mengacu 

pada realisasi pelayanan program bagi ke-

lompok sasaran, seperti kegiatan PKK, 

pembinaan anak dan remaja, kegiatan 

gotong royong, belanja perlengkapan. 

3. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan 

berkesinambungan, dinamis, secara siner-

gis dan mendorong keterlibatan semua po-

tensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan 

keadilan.  

Dalam implementasi kebijakan terdapat 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ke-

berhasilan kebijakan tersebut. Menurut Van 

meter dan Van Horn (Agustino, 2008: 141-

144) mengemukakan bahwa implementasi 
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kebijakan dapat dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu: (1) tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, 

(3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap atau 

kecenderungan pelaksana, (5) komunikasi 

antarorganisasi (6) lingkungan (ekonomi, sosi-

al dan politik). Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka pelaksanaan kebijakan dalam suatu 

organisasi. 

Relevan dengan pendapat tersebut, 

menurut George C. Edward III (Agustino, 

2008: 149) bahwa faktor-faktor yang menen-

tukan keberhasilan implementasi kebijakan 

adalah (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) 

disposisi, dan (4) struktur birokrasi.  

2.5 Konsep Anggaran dan Pengelolaan 

Anggaran 

Menurut Due dan Baswir (2000) bahwa 

anggaran adalah suatu perkiraan penerimaan 

dan pengeluaran dalam suatu periode di masa 

depan. Menurut Albedian dan Samuel bahwa 

anggaran negara adalah alat untuk mencapai 

tujuan dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. orientasinya adalah pen-

capaian kesejahteraan rakyat, dalam (Bake, 

2009: 17). 

2.6 Konsep Pembangunan Desa 

Pembangunan mempunyai banyak pe-

ngertian yang didasarkan pada sudut pandang 

yang berbeda-beda. Konteks pembangunan 

dapat dikemukakan menurut pendapat para 

pakar dalam pembangunan. Menurut Katz 

(Moeljarto, 2005: 3) mengemukakan bahwa 

pembangunan sebagai proses perubahan yang 

terencana dari situasi nasional yang satu ke 

situasi nasional yang lain yang dinilai lebih 

tinggi  

2.7 Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang, fenomena 

dan permasalahan dalam penelitian ini, maka 

kerangka pikir sehubungan dengan studi 

efektivitas implementasi alokasi dana desa 

dalam pembangunan sarana dan prasarana 

desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe 

Utara. Dalam studi efektivitas implementasi 

ADD penulis akan merujuk pada konsep Wi-

narno (2002: 75) mengemukakan bahwa efek-

tivitas implementasi suatu kebijakan sangat 

ditentukan: (1) Perilaku birokrasi pelaksana-

nya, (2) Lingkungan kebijakan, (3) Membu-

tuhkan mekanisme dan prosedur lembaga, (4) 

Para pelaksana bertindak kurang konsisten 

tujuan kebijakan (5) Konteks implementasi 

kebijakan menuntut adanya inovasi. 

Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dapat diperkirakan tidak berjalan 

sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. 

Karena itu penelitian ini penulis merujuk 

konsep faktor-faktor yang mempengaruhi 
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implementasi kebijakan yang dikemukakan 

merujuk teori George C. Edward III dikutip 

Agustino (2008: 149) bahwa faktor-faktor 

yang menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah (1) komunikasi, (2) sumber 

daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. 

Dengan merujuk konsep tersebut maka 

pelaksanaan kebijakan ADD dalam percepatan 

pembangunan dapat diketahui tingkat keber-

hasilannya pelaksanaan kebijakan ADD yang 

telah diprogramkan oleh pemerintah. Kerang-

ka pikir penelitian ini dapat di lihat gambar 

2.1 yakni: 

 

III. METODE PENELITIAN 

Diagram Alir Penelitian 

Dalam upaya pencapaian signifikansi 

penelitian yang terukur maka peneliti mem-

buat secara ringkas diagram alir penelitian 

sebagai berikut : 

 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendeka-

tan kualitatif, untuk mengkaji implementasi 

Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan 

percepatan pembangunan di Kecamatan Laso-

lo Kabupaten Konawe Utara. John Creswell 

dalam (Silalahi, 2009:77) penelitian kualitatif 

dapat dikonstruksi sebagai satu strategi 

penelitian yang biasanya menekankan kata-

kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan 

dan analisis data, menekankan pendekatan 

induktif.  

Informan Penelitian 

Informan penelitian ini terdiri dari 

aparat desa sebanyak 8 orang, 4 orang dari 

anggota Badan Perwakilan Desa, 4 orang dari 

kalangan masyarakat. Untuk mendapat data 

tambahan ditetapkan Camat Lasolo dan Kepa-

la Badan BPMD Kabupaten Konawe Utara 

sebagai informan. Penunjukkan informan ter-

sebut dengan pertimbangan karena kewena-
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ngan dan kompetensi. Informan penelitian ter-

sebut ditetapkan dengan cara purposive. Tek-

nik pemilihan informan untuk menjadi sumber 

data primer (melalui wawancara) berdasarkan 

kewenangan, kompetensi, tanggung jawab dan 

pengetahuan serta informasi yang dimiliki 

sehubungan efektivitas implementasi Alokasi 

Dana Desa dalam pembangunan sarana dan 

prasarana desa di Kecamatan Lasolo Kabupa-

ten Konawe Utara.  

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini meliputi data primer dan skunder. Data 

primer diperoleh secara langsung dari infor-

man melalui penelitian dilapangan dengan 

melakukan wawancara sehubungan dengan 

efektivitas implementasi alokasi dana desa 

dalam pembangunan sarana dan prasarana 

desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe 

Utara. Sedangkan data sekunder dalam pene-

litian ini diperoleh dengan melakukan studi 

dokumen, pada Kantor Camat Lasolo Kabu-

paten Konawe Utara, instansi yang terkait, 

jurnal penelitian, majalah, surat kabar, dan 

buku teks sehubungan dengan efektivitas 

implementasi alokasi dana desa dalam pem-

bangunan sarana dan prasarana desa di 

Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Uta-ra. 

Teknik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan dua cara yakni: 

1. Wawancara mendalam (In-depth Interview) 

atau wawancara tak terstruktur, yaitu penu-

lis melakukan wawancara kepada informan 

yang telah ditetapkan dipandu dengan pe-

doman wawancara (interview guide) ten-

tang efektivitas implementasi alokasi dana 

desa dalam pembangunan sarana dan prasa-

rana desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten 

Konawe Utara. 

2. Studi Dokumen, yaitu penulis melakukan 

pengumpulan data sekunder yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian ini.  

Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan 

data dalam penelitian agar dapat ditafsirkan. 

Menyusun data berarti menggolongkannya 

dalam pola, tema, atau kategorisasi. Analisis 

data merupakan proses penyusunan, penyeder-

hanaan data untuk lebih sederhana dan mudah 

dibaca serta mudah diintegrasikan. Analisis 

data telah dimulai sejak merumuskannya dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapa-

ngan dan berlangsung terus sampai penulisan 

hasil penelitian. 
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IV. HASIL PENELITIAN  

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana 

Desa di Kecamatan Lasolo 

Dalam studi ini berusaha untuk me-

ngungkapkan implementasi kebijakan dana 

desa sebagai kebijakan pemerintah pusat un-

tuk melakukan percepatan pembangunan desa 

secara menyeluruh dengan mengucur dana 

desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belan-

ja Negara (APBN). Kebijakan dana desa yang 

diambil pemerintah dapat mencapai sasaran 

atau tujuan yang didinginkan apabila dapat 

diimplementasikan oleh para pelaksana (im-

plementor) yaitu aparatur desa. Desa Belalo 

sebagai penerima dana desa tertinggi dan Desa 

Lalowaru sebagai penerima dana desa yang 

paling rendahndi Kecamatan Lasolo dapat 

melakukan pengelolaan dana desa karena 

didukung dengan unsur pelaksana yakni aparat 

pemerintah desa, adanya program yang dilak-

sanakan dan adanya kelompok sasaran. Fakta 

yang terungkap dalam studi ini dapat uraikan 

sebagai berikut: 

1. Unsur pelaksana 

Studi ini berusaha untuk mengungkap-

kan unsur pelaksana kebijakan dana desa di 

Desa Belalo dan Desa Lalowaru sebagai lokus 

penelitian. Dana desa sebagai kebijakan yang 

telah diputuskan pemerintah pusat dalam 

rangka percepatan pembangunan desa harus 

dapat diimplementasikan secara tepat dan 

efektif oleh aparat pemerintah desa sebagai 

unsur pelaksana. Dana desa sebagai kebijakan 

pemerintah dapat mencapai tujuan atau sasa-

ran dan dampak yang positif apabila aparat 

desa sebagai unsur pelaksana mampu me-

ngimplementasikan melalui kegiatan atau 

program-program yang dibutuhkan masyara-

kat. Fakta-fakta yang terungkap sejalan de-

ngan unsur pelaksana dana desa di Desa 

Belalo dan Desa Lalowaru seperti diungkap-

kan informan bahwa: Pada dasarnya yang 

menjadi unsur pelaksana dalam implementasi 

kebijakan dana desa adalah pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 

kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan 

bendahara desa. Unsur pelaksana dana desa 

tersebut melakukan pengelolaan dana desa 

dengan pola pelaksanaan swakelola. Jadi 

unsur aparat desa menjadi pelaksana kebija-

kan dana desa dalam berbagai kegiatan (wa-

wancara, 13 Pebruari 2017). Data tersebut 
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membuktikan bahwa unsur pelaksana dalam 

implementasi kebijakan dana desa di Desa 

Belalo adalah terdiri dari unsur aparat desa 

yaitu dari kepala desa, sekretaris desa, kepala 

seksi dan bendahara desa Pendapat yang rele-

van juga dikemukakan salah satu informan 

yang menyatakan bahwa: Unsur pelaksana 

dana desa dalam pengelolaan keuangan desa 

yaitu terdiri dari kepala desa sebagai pena-

nggung jawab, sekretaris desa sebagai koor-

dinator unsur, kepala seksi dan bendahara desa 

sebagai unsur pelaksana.  

2. Adanya program yang dilaksanakan 

Dalam implementasi kebijakan pengelo-

laan dana desa di Desa Belalo dan Desa 

Lalowaru dapat terlaksana secara efektif kare-

na adanya program yang dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat desa. Desa 

Belalo sebagai penerima dana desa tertinggi 

memiliki perbedaan program kegiatan dengan 

Desa Lalowaru yang sebagai penerima dana 

desa yang paling rendah. Namun secara umum 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa lebih difokuskan pada aspek atau 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyaraka-

tan dan pemberdayaan masyarakat namun 

program atau kegiatannya dapat berbeda-beda. 

Fakta- fakta yang terungkap sehubungan de-

ngan adanya program yang dilaksanakan da-

lam pengelolaan dana desa seperti yang 

diungkapkan informan bahwa Dalam pengelo-

laan dana desa kami memiliki program bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa seperti 

TAPPD, program pembangunan desa seperti 

pembangunan gedung posyandu dan pembu-

kaan JUT (wawancara, 13 Februari 2017). 

Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa da-

lam implementasi kebijakan pengelolaan dana 

desa di Desa Belalo didukung dengan adanya 

program yang dilaksanakan yaitu dana desa 

digunakan untuk membiayai item kegiatan 

penyelengaraan pemerintahan desa dan pem-

bangunan desa seperti pembangunan gedung 

posyandu dan pembukaan jalan usaha tani. 

3. Target group atau kelompok sasaran. 

Dalam implementasi kebijakan pengelo-

laan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalo-

waru tahun 2016 telah ditetapkan jenis kegia-

tan yang difokuskan pada bidang penyeleng-

garaan pemerintahan desa, pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdaya-

an masyarakat. Keempat bidang tersebut juga 

ditetapkan kelompok sasaran (target group) 

yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan de-

ngan pola pelaksanaan swakelola artinya dila-

kukan sendiri oleh masyarakat dibawah tang-

gung jawab kepala desa. Kelompok sasaran 
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dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru 

adalah masyarakat itu sendiri. Semua jenis 

kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kemam-

puan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

oleh setiap warga masyarakat. Dengan adanya 

kelompok sasaran (target group) dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa di 

Desa Belalo dan Desa Lalowaru dapat efektif 

hasilnya dan tujuan penggunaan dana desa 

tepat sasarannya. Dalam studi ini fakta terkait 

dengan kelompok sasaran dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana 

seperti yang diungkapkan salah satu informan 

yang menyatakan bahwa: Dalam pengelolaan 

dana desa di Desa Belalo sangat diprioritaskan 

pada masyarakat sebagai kelompok sasaran 

yang menjandi pengelola atau pelaksana setiap 

jenis kegiatan misalnya dalam penyelengga-

raan pemerintahan desa ada kegiatan TAPPD 

dengan kelompok sasaran sebanyak 45 orang.  

4. Faktor yang Mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Dana Desa di Kecamatan Lasolo 

Dalam studi ini berusaha untuk me-

ngungkapkan faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

di Desa Belalo dan Desa Lalowaru Kecamatan 

Lasolo. Dana desa sebagai kebijakan pemerin-

tah yang telah ditetapkan oleh pemerintah un-

tuk percepatan pembangunan pedesaan dengan 

menggunakan dana APBN melalui transfer 

APBD diperlukan implementasi yang efektif. 

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelo-

laan dana desa yang efektif dapat dipengaruhi 

dari faktor komunikasi, sumberdaya, sikap 

atau disposisi dan struktur birokrasi. Keempat 

faktor tersebut menjadi alat analisis dalam 

mengungkapkan faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

yang efektif di Desa Belalo dan Desa 

Lalowaru. 

5. Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah-satuvaria-

bel penting yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan dalam pengelolaan dana desa di 

Desa Belalo dan Lalowaru Kecamatan Lasolo. 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dalam implementasi kebija-

kan pengelolaan dana desa baik di Desa Bela-

lo sebagai penerima dana desa tertinggi mau-

pun Desa Lalowaru sebagai penerima dana 

desa yang paling rendah. Dalam komunikasi 

sangat menentukan dalam implementasi kebi-

jakan pengelolaan dana desa yakni sosialisasi 

tujuan kebijakan dana desa dan manfaat im-

plementasi kebijakan dana desa. Fakta- fakta 

yang terungkap sejalan dengan faktor komuni-
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kasi dapat mempengaruhi implementasi kebi-

jakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo  

Berdasarkan fakta yang terungkap dapat 

diketahui bahwa implementasi kebijakan pe-

ngelolaan dana desa di Desa Belalo dapat ter-

laksana dengan efektif karena adanya komuni-

kasi yang dilakukan aparatur desa atau Pelak-

sana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD) Desa Belalo dengan warga masyara-

kat yang bertujuan untuk memberi pengetahu-

an tujuan, manfaat dan sasaran dalam imple-

mentasi kebijakan dana desa di Desa Belalo. 

Dengan adanya komunikasi warga masyarakat 

memahami posisinya ketika pengelolaan dana 

berlangsung. Masyarakat dapat berkontribusi 

langsung melalui kegiatan fisik dan non fisik 

terutama dalam penyelenggaraan pemerinta-

han desa, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masya-

rakat. 

Berdasarkan fakta yang terungkap dapat 

diketahui bahwa dengan adanya komunikasi 

antar aparatur desa dengan warga masyarakat 

ketika implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa di Desa Lalowaru maka impelem-

ntasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat 

terlaksana secara lancar dalam arti masyarakat 

dapat ikut serta dalam beberapa kegiatan pada 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyaraka-

tan dan pemberdayaan masyarakat. Para Pe-

laksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD) Desa Lalowaru dapat komunikasi 

secara baik dan efektif, jelas dan konsisten 

tentang tujuan, manfaat dan sasaran imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa di 

Desa Lalowaru sehingga masyarakat banyak 

yang terlibat dalam kegiatan fisik maupun 

kegiatan non fisik. 

6. Sumber daya 

Dalam studi ini berusaha untuk menelu-

suri salah satu faktor yang dapat mempengaru-

hi implementasi kebijakan pengelolaan dana 

desa di Desa Belalo sebagai penerima dana 

desa tertinggi dan Desa Lalowaru sebagai 

penerima dana desa yang paling rendah, yakni 

faktor sumberdaya. Dalam implementasi kebi-

jakan pengelolaan dana desa, sumber daya 

sangat penting untuk keberhasilan dana desa. 

Tanpa didukung dengan sumberdaya imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa tidak 

dapat terlaksana secara efektif. Sumber daya 

yang dapat mempengaruhi implementasi kebi-

jakan pengelolaan dana desa seperti staf, infor-

masi, wewenang, anggaran dan fasilitas yang 

tersedia. Dengan dukungan sumber daya maka 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

dapat terlaksana secara efektif. Fakta-fakta 
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yang terungkap di lapangan sehubungan de-

ngan sumber daya yang mempengaruhi imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa di 

Desa Belalo sebagaimana dikemukakan infor-

man bahwa: Dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan dana desa yang terpenting adalah 

kemampuan aparatur desa atau staf pelaksana 

teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) 

dalam melaksanakan kebijakan dana desa. 

Para staf pelaksana merupakan sumber daya 

paling utama untuk terwujudnya pengelolaan 

dana desa. selain itu, informasi mengenai cara 

pelaksanaan impelementasi kebijakan dana 

desa dan informasi kepatuhan para pelaksana 

tentang regulasi yang digunakan dalam imple-

mentasi pengelolaan dana desa.  

7. Sikap atau Disposisi 

Dalam studi ini juga berusaha untuk 

menelusuri salah satu dimensi penting yang 

dapat mempengaruhi efektivitas implementasi 

kebijakan pengelolaan dana desa di Desa 

Belalo dan di Desa Lalowaru yaitu disposisi 

atau sikap para pelaksana atau implementor 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa. Sikap implementor sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektivitas 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

seperti sikap kesadaran, kesediaan menerima 

program, sikap menolak kebijakan, dan sikap 

dukungan dari pimpinan (kepala desa). De-

ngan demikian sikap para pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu 

kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan 

bendahara sangat mempengaruhi pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan dana desa yang difo-

kuskan pada kegiatan penyelenggaraan peme-

rintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyara-

kat. Fakta-fakta yang terungkap sehubungan 

dengan sikap para pelaksana dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa di 

Desa Belalo sebagai penerima dana desa terti-

nggi seperti yang diungkapkan informan bah-

wa: Pada dasarnya keberhasilan dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa 

karena adanya sikap kesadaran, sikap meneri-

ma kebijakan atau program dan sikap duku-

ngan dari atasan para pelaksana. Jadi sikap 

para pelaksana dalam pengelolaan dana desa 

cukup baik sehingga kegiatan yang telah di-

programkan dapat terlaksana dengan menggu-

nakan dana desa (wawancara dengan IW, 13 

Februari 2017). Pendapat tersebut menggam-

barkan bahwa sikap para pelaksana dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

sangat menentukan keberhasilan program ya-

ng telah direncanakan. Fakta tersebut mem-

buktikan bahwa dengan adanya kesadaran, 
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mendukung implementasi kebijakan atau sikap 

positif dan adanya dukungan dari pimpinan 

atau kepala desa maka implementasi pengelo-

laan dana desa yang diwujudkan dalam kegia-

tan penyelenggaraan pemerintahan desa, pem-

bangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat dapat terlak-

sana secara efektif.  

8. Struktur birokrasi 

Salah satu dimensi penting yang dapat 

mempengaruhi efektivitas implementasi kebi-

jakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo 

dan Desa Lolawaru adalah struktur birokrasi. 

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa membutuhkan norma-norma dan 

pola- pola hubungan dalam struktur birokrasi 

yang telah dibentuk terkait dalam pengelolaan 

dana desa. Dimensi struktur birokrasi dapat 

mempengaruhi efektivitas implementasi kebi-

jakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo 

dan Desa Lalowaru diamati dari (1) frag-men-

tasi dan (2) standar prosedur operasional. Fak-

ta-fakta yang terungkap sehubungan dengan 

struktur birokrasi sebagai sebagai salah satu 

dimensi yang mempengaruhi efektivitas im-

plementasi kebijakan pengelolaan dana desa di 

Desa Belalo sebagaimana yang diungkapkan 

informan bahwa: Pada dasarnya para pelak-

sana implementasi kebijakan pengelolaan dana 

desa yang diwujudkan dalam kegiatan bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemba-

ngunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat selalu dilaksanakan 

sesuai dengan standar prosedur operasional 

yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan sesuai 

dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. 

Dengan adanya prosedur kerja kami memiliki 

keseragaman dalam pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dapat 

diketahui bahwa struktur birokrasi merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

efektivitas implementasi kebijakan pengelola-

an dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalo-

waru. Struktur birokrasi dalam pengelolaan 

dana desa adalah hal yang fundamental dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

dan mutlak harus ada karena dalam struktur 

birokrasi dibutuhkan norma-norma atau nilai-

nilai berupa standar prosedur operasional yang 

menjadi rujukan tindakan yang sama dari para 

pelaksana dan dibutuhkan fragmentasi yakni 

penyebaran tanggung jawab dalam pelaksa-

naan pengelolaan dana desa. Standar prosedur 

operasional dan penyebaran tanggung jawab 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa sangat mendukung terwujudnya 

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peme-

rintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 
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kemasyarakatan dan pemberdayaan masya-

rakat. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemba-

hasan penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Implementasi kebijakan pengelo-

laan dana desa di Desa Belalo dan Desa 

Lalowwaru Kecamatan Lasolo Kabupaten Ko-

nawe Utara dapat terlaksana dengan baik kare-

na cerminan dari (a) Unsur pelaksana, dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 

dapat terlaksana dengan efektif karena adanya 

dukungan dari aparatur desa atau para 

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa 

(PTPKD) seperti kepala desa, sekretaris desa, 

kepala seksi dan bendahara dalam melaksana-

kan kegiatan bidang penyelenggaraan peme-

rintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyara-

kat, (b) Adanya program yang dilaksanakan, 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa difokuskan pada kegiatan bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemba-

ngunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat dan (c) Target 

group atau kelompok sasaran, dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa 

terdapat kelompok sasaran dan manfaat yang 

diperoleh melalui kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdaya-

an masyarakat. (2) Faktor yang mempengaruhi 

efektivitas implementasi kebijakan pengelo-

laan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalo-

waru Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe 

Utara, adalah (a) Komunikasi, dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa apa-

ratur desa melakukan komunikasi dengan ma-

syarakat agar mengetahui tujuan, sasaran dan 

manfaat implementasi kebijakan pengelolaan 

dana desa, (b) Sumberdaya, dalam implemen-

tasi kebijakan pengelolaan dana desa dibutuh-

kan dan didukung staf, informasi, wewenang, 

dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan 

kegiatan bidang penyelenggaraan pemerin-

tahan desa, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyara-

kat, (c) Sikap atau disposisi, dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa di-

dukung dengan sikap para pelaksana seperti 

sikap kesadaran, sikap positif atau mendukung 

implementasi kebijakan dana desa, dan duku-

ngan dari pimpinan (kepala desa) selaku pena-

nggung jawab atau pelaksana teknis penge-

lolaan keuangan desa (PTPKD) sehingga kegi-

atan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyaraka-

tan dan pemberdayaan masyarakat yang me-
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nggunakan dana desa dapat terlaksana efek-

tif, dan (d) Struktur birokrasi, bahwa dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan dana 

desa dapat terlaksana dengan efektif karena 

adanya fragmentasi yakni pembagian atau pe-

nyebaran tanggung jawab pada aparatur desa 

seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala 

seksi dan bendahara. Adanya standar prosedur 

operasional, bahwa keberhasilan dalam imple-

mentasi kebijakan pengelolaan dana desa 

karena para pelaksana selalu bertindak sesuai 

dengan standar prosedur operasional dalam 

pengelolaan dana desa dalam melaksanakan 

kegiatan bidang penyelenggaraan pemerinta-

han desa, pembangunan desa, pembinaan ke-

masyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
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